P -
LO
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN p; KABUPAT;‘x PULANG PISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang @ a. bahwa.untuk optimalisasi pengelolaan persampahan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Di

Kabupaten Pulang Pisau, perlu adanya petunjuk
pelaksanaannya;

b. bghwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Pengelolaan Persampahan di Kabupaten
Pulang Pisau;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

_Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

2 g;'(liiircli%ngan Ig)an Pengelplaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2099
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
i 059) ;
Bmdé)::si%:g;t)gr 5Nom)or 36 Tahun 2009 tentang
' Kn chagtan (Lembaran Negara Republik Indonesia
L T:;un 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

b 'Republik Indonesia Nomor 5063);
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10.

~ Republik Indonesia Ta
11. Peraturan

Negara Republik

3 Tahu

dbkanit i n 2014 tentang

Lo g‘eahUn 2014, N%‘;l;l: gzsaraT Republik
‘ , Tamb

Sebaga.lmana telak Indonesia Nomor 5515'18&7n

terakhir dengay | Ubah beberapa kali diub )

2015 (Lemb Ndang Undang Nomor 9 T:ha:

aran Nepar
2015, Nomor 8'“3“"“ Republik Indonesia Tahun

5]
Republik Indonesiy . " Pehan
onesi Lembaran
Peraturan Pcmcri':uﬁf"h}o;- 5679); ot -
Analisi an Nomor 2
L sls- Mengenai  Damp | 7 Tahun 1999 tentang
(Lembaran Negara Reppie v, -nBkungan  Hidup
Nomor 59, Tambahaguthk o o i
Indonesia Nomor 3838): embaran Negara Republik
Peraturan Pemerintah l'\lo :
Pengelolaan  Bahan Bm‘or 74 Tahun 2001 tentang
(Lembaran Negara Re bl‘,rbﬂhﬂ)’ﬂ dan  Beracun
Nomor 138, 'I‘:slmbflhupnu l ’ llandoncm T
Indones; ¥ cmbaran Negara Republik
Franan e :
Tata Cara Pemberia Ordnor e DR
Pemungutan Paiak n dan Pemanfaatan Insentif
Jak Daerah dan ibusi
(Lembaran Nega _ Retribusi Daerah
Nomor 119 Tg r‘l Republik Indonesia Tahun 2010,
Indonesia N’omg;ns flglfl)n Lembaran Negara Republik
p . )
p:;ag%ll;?:apergermtah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Seienis Sn ampah Rumah Tangga dan Sampah
RJ o, ampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Tepl.ll) ;1 Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5347),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentan
g
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017,
Nomor 233 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menterl Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Daerah (Berita Negara

Keuangan
Pengelolaan hun 2011 Nomor 310);

am Negeri Nomor 33 Tahun
gelolaan Sampah (Berita

man Pen
Pedo 2010 Nomor 274);

2010 tentang Indoncsia Tahun
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Menetapkan

12, Peraturan Menteri Pekerjaan:Umum Nomor 3 Tahun

%S:Sa::nt?ng pcﬂ)'elenggaman Prasarana dan Sarana
pahan dalam Penanganan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

(Berita Negara Republik | - :
13. Peraturan Menter; Lin ndonesia Tahun 2013);

gkungan Hidup dan Kehutanan

t;o;nor P.10/MENLH/SETJEN /PLB.0/4/2018 tentang

edoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah

dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita
Negara Republik Indo

nesia Tahun 2018 Nomor 734);
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor S

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan dan
Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2018 Nomor 095);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2016 Nomor 04);

14.

15.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2

Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pulang Pisau

2018-2023 (Lembaran Berita Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2018 Nomor 020).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI
KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.

7. Pemerintahan Daerah adalah : penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembar}tuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya gialam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ‘

3. Pemerintah Daerah adalah 1§cpala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupal Pulang Pisau. .

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang .sclan_]utnya
disingkat DPRD adalah Dgwan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
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6. Dinas adalah

Lingkungan K; o
1du -
7. Kepala Dingg adailjaKabuPaten Pulang Pisau,

Pekcrjaan U
mum
Pulang Pisay dan Penataan Ruang Kabupaten

9. Sampah ;
dan/patauada]ah Sisa kegiatan sehari-hari manusia
10. Sampah s PC!‘O_sres alam yang berbentuk padat.
. Pesifik adalah sampah yang karena sifat,

konsentrasi,
s ) an/at
\ pengelolaan khusus/. o o OLmeryE HIBHICHERE

11. Sampa
dari Kegiatan ot 1262 adalah sampah yang beresa
. sehari-hari dalam rumah tangga yan
tidak termasuk tin; : e

UK tnja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis :
Sathbak ) sampah rumah tangga adalah
komgrsialmn;?h tangga yang berasal dari kawasan
Sanilit y awasap_ industri, kawasan khusus,
lairl1rl1ya: sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas

13. Sampah Organik adalah sampah yang mudah
membuspk dan mudah terurai oleh mikroorganisme
pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti
daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.

14. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah
membusuk dan tidak mudah terurai oleh
mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan
non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus,
dan sejenisnya.

15. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul
(terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.

11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

12. Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan yang
berkaitan dengan pengendalian timbulan sampabh,
pemilahan, pengumpulan, pemindahan, dan
pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah
dengan cara merujuk pada dasar-dasar yang terbaik
mengenai estetika da pertimbangan lingkungan yang
lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.

13. Pelaku usaha dan/atau kegiatan orang atau badan
yang dalam menjalankan ~ usaha dan/atau
kegiatannya berpotensi dan atau menghasilkan

sampah.
14. Pengelola samp
bertanggung jawa

at tertentu.
15 gfclizn adalah sekumpulan orang atau badan yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan ugahg
maupun yang tidak melakukan usaha meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
- lainnya, padan usaha milik Negara atau daerah
k. engan dan dalam bcntuk apapun, persekutuan,
B mpulan, firma, kongsi, koperasl, yayasan atau

ejenis, lembaga, dana pensiun,

isasi yang S :
l:?lsag’a tetap serta bentuk badan lainnya.

ah adalah orang atau badan yang
b mengelola sampah pada tempat-
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16.

17

18.

19.

20.

y.s I

22.

23.

24.

25.

26.

ar.

28.

29.

dan/atau tempat ?:; z‘l’n}?aumn ulang, pengolahan,
Transfer Station adalgha an sampah terpadu.
perajangan, pengep alian[cmpat pcmi.lahan lanjutan:
gerobak ke dal , dan_transit sampah dari
am truk untuk diangkut ke TPA .
Tcmpat PcerScsan Akhi g € o
disingkat TPA ir Sampah yang selanjutnya
adalah sesuatu lah 1kasl
tertentu dengan St e an atau .O asl
sedemikian rupa olegh ap fE‘Sﬂ}tasnya yang dikelola
diperuntukkan bagi ke R A
sampah secara am bPC.r uan kgglatan _pcmproscsan
Pembuangan s an bagi manusia dan lingkungan.
yone s «tidslk aﬁpah liar ada_lah pcngclolaan sampah
diperuntukan lem di lokasi yang tidak
sesuai den ansc agai tempat pembuangan sampah
berlalu. gan peraturan perundang-undangan yang
Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi
kegiatan menguasai, mengguna ulang dan mendaur-
ulang sampah.
Pcmllahap sampah adalah kegiatan mengelompokkan
dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
Pewadahan sampah adalah kegiatan menampung
sampah sementara dalam suatu wadah individual
atau komunal di tempat sumber sampah dengan
mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil
dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke
tempat penampungan sementara atau tempat
pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa
sampah dari sumber atau tempat penampungan
sementara menuju tempat pengolahan sampah
terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan
menggunakan kendaraan bermotor yang didesain
untuk mengangkut sampah.
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah.
Jasa Pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah
yang diberikan pemerintah dan pihak lain yang
ditujukan kepada masyarakat yang
membutuhkannya.
Penyedia jasa pengelolaan persampahan gdalah orang
pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan §ampah. _
Pejabat yang ditunjuk adalgh .pCJ.abat teknis yang
mempunyal tugas dan fungsi di bidang pengelolaan
ahan.
ﬁ?ﬁiyanan pengelolaan persa{npahan adalah izin
yang diberikan  untuk kegiatan  pengelolaan

persampahan.
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dan g
n sampa;cyfrlc (3R) adalah kegiatan
mbali g, Ngan cara mengurang
e mendayr ulang gk

'n z

adalah 55, . 2€UN yang selanjutnya
, Konge energi dan/atau komponen
menc gsung mmram' dan/atau jumlahnya
. Cmarkan dan aupun tidak langsung, da {
an/atay i alau merygay lingkungan' h'dpa
s ki?;faka“ lingkungan hi:n:Jp‘T
P gsungan hidup manusia dan

(1) Maksud g;
sebagai F::it:;};znngeinp'cra;ura“ Bupati ini adalah
18 dal
(2) g‘i?ggflaaz Persampahan di Daerah S
ari PR
mengendalikan tj Peraturan  Bupati  ini  untuk

‘ mbulan sampah )
i panh guna mewujudkan
pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkljmgan.

BAB 11
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

' Bagian kesatu
Kegiatan Pengelolaan Persampahan

Pasal 3

(1) Pengelolaan persampahan di Daerah menerapkan
konsep penanganan dan pengelolahan sampah
dengan metode 3R yang ditetapkan dalam setiap
tahapan penanganan sampah.

(2) Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui
tahapan pengurangan, pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan dan pengolahan sampah.

(3) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau kegiatan,
masyarakat wajib melaksanakan kegiatan
pengelolaan sampah.

(4) Kegiatan pengelolaan persampahan oleh pelaku pada
ayat (3) dapat dilakukan secara syva}cclola dan/atau
melalui kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan

ersampahan. '

(5) Scnis sampah yang dikelola oleh Dinas adalah
sampah organik, sampah anorganik dan' sampa_h B3
rumah tangga, tidak termasuk limbah industri dan
medis. g

i ah meliputi:
Kegiatan pengclolaan samp: ’

& a ¢ Pengelolaan sampah di sumber sampah;

b. Pengelolaan sampah di TPS skala

kelurahan/Desa;

lolaan sampah pasar; ,
g‘ l;:?ézlolaan sampah di sekolahan, rumah sakit,

instansi dan swasta.
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(1)

(4)

(1)

(2)

Naglnn Kedun

Pengelolann Sampnh di Humber
Pannl 4

Hampah

Pengelolann di number pampah  meliputl keglatay,
penyedinan  waduh, peNEUIrAnEan, pemilahan,
pengumpulan, penganglutan dan  pembunngan

terpisah serta pengolnhan.
Pengurangan sampnh  dl sumber sampah  dengan

menerapkan prinsip-prinsip S1Ls
Pemilahan sampah di aumber sampnh  meliput
pengelompokan ke dalam  wadah yang  berbeda,

antara lain:
a. warna mernh untuk snmpah yang mengandung

B3 rumah tanggn,
b, warna hijau untuk sampah mudnh terurai,

warnan  kuning untuk sampnh  yang  dapat
digunakan kembali;

d. warna biru untuk sampah yang dapat didaur
ulang; dan

e. warna merah muda untuk sampah lainnya.

Operasional pengumpulan sampah dari rumah-
rumah ke TPS dilakukan oleh masyarakat dan pelaku
usaha/kegiatan secara mandiri/swakelola dan/atau
kerjasama dengan penyedia jasa  pengelolaan
persampahan, ; -

A0y

-
-
)

y ,‘:‘;_‘ J‘ ‘ ‘ i ‘b
PasalS

ayat (3) harus memenuhi pe

berikut: |
a. Tidak mudah rusak d
b. Ekonomis dan mudal
c. Mudah dikosongkan,
Penentuan ukuran wad.
berdasarkan: =8
a. Jumlah penghuni;
b. Jumlah timbulan s
c. Frekuensi peng
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b. Tidak menggan
tau sarana
umum lainnya;w pemakal jalan a

;. Di luar jalur laly lintas; dan
+ Di sekitar taman dan pusat keramaian

(5) g::ie':\‘::an TPS  mempehatikan hal-hal  sebagai
a.  luas lahan Tps paling sedikit 10 m? dengap
ukuran wadah TP8 8 m* sampal dengan lahan
TPS paling luas 200 m? dengan ketinggian
dlndin,g wadah TPS paling rendah 1 meter;
| ) b, tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah
1 menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
I(_)kasinya mudah diakses;
tidak mencemari lingkungan,
€. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu
lintas; dan
f. jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah
yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

oo

(6) Pemilihan  jenis wadah sampah  maupun
penempatannya harus mempertimbangkan unsur
estetika lingkungan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan sampah di TPS skala Kelurahan/Desa
Pasal 6

(1) TPS skala Kelurahan/Desa adalah  tempat
penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke
tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat
pengolahan sampah terpadu yang ditempatkan di
setiap Kelurahan/Desa dikelola oleh Dinas dengan
megembangkan kemitraan dengan masyarakat atau
pihak swasta.

(2) Penyediaan lahan untuk TPS skala kelurahan/Desa
menjadi tanggung jawab Kelurahan/Desa

(3) Kelurahan/Desa dapat bekerja sama dengan Dinas
dalam pengangkutan sampah dar TPS ke TPA dengan
mengajukan surat permohonan  berlangganan
pelayanan persampahan/kebersihan.

(4) Bentuk dan isi surat permohonan dan perjanjian
kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan
Lampiran [l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sampah di Pasar
Pasal 7

(1) Pedagang pasar wajib melakukan pemilahan sampah
dan menyediakan sampah terpilah.
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o“

(2)

(3)

(4)

()

Ped ” .
pclairg:nnagn pasar  wajib menyetorkan  retribusi
Persampahan /kebersihan kepada

gcngclolaan pasar, J

e

d ki Sampah pasar menyediakan TPS sesuai

Pc?garf potensi yang dimiliki,
dz;ml\,g]ang dimaksud pada pasal (3) dapat diukur
Kemarti ume - sampah yang ditimbulkan dan
Pela Puan pasar/terminal menyediakan lahan TPS,
yanan pengangkutan sampah pasar dilaksanakan

olech Dinas den :
sampabh, gan mempertimbangkan volume

2 Bagian Kelima
engelolaan Sampah di Rumah Sakit, Puskesmas,

Pusat Pengobatan dan Sekolahan, Instansi dan Swasta

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 8

Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat
Pengobatan ~ dan  Sekolahan wajib melakukan
pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah
terpilah.

Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat
Pengobatan dan Sekolahan dapat bekerjasama
dengan Dinas dalam pengangkutan sampah.

Jenis sampah yang bisa diangkut meliputi sampah
organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumag
tangga.

Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat
Pengobatan, Sekolahan, Instansi dan Swasta wajib
menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang
dimiliki.

Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat
Pengobatan, Sekolahan, Instansi dan Swasta dapat
bekerja sama dengan Dinas dalam pengangkutan
sampah dari TPS ke TPA dengan mengajukan surat
permohonan berlangganan pelayanan persampahan.
Bentuk dan isi surat permohonan dan perjanjian
kerjasama sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB llI
MEKANISME JASA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Pasal 9

(1) Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari;

a. Pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan
dan pengangkutan sampah mulai dari tempat
sampah domestik sampai ke TPA; dan

b. Pelayanan tidak langsung yang terdiri dari:

1. Pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan

dan pengangkutan sampah dari penghasil

sampah sampai ke TPS dan Transfer
stationsampai ke TPA.
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Persyaratan mem
persampahan adq)

a.

om oD

(1)

melim
pasa]pihkan perizinan  sebagaimana
! Yat (1) pada Dinas terkait yang

Pasal 12

Plcrolch izin  pela
an sebapai R
Mengajukan St agai berikut;

upati cq. Kepala Dinas. secara tertulis kepada

Photocopy KTP Pemopor.

urat rekomendas-‘ '
Penggunaan |

Desa/Kelurahan /1nstangs%u ahan TPS/TPA dari

Data prasaran :

mendukung @ dan sarana yang digunakan untuk

yanan pcngclolaatn

hon;

operasional i
persampahan; kegiatan  pengelolaan
Data pelanggan yang di ,
| :
Frekuens; yang dilayani;

dan hari layanan selama seminggu:
Pola dan teknis layanan: dan 5
Denah lokasi pelayanan,

Pasal 13

Prosedur izin pelayanan pengelolaan persampahan
adalah sebagai berikut:

a. Pemohon mengajukan permohonan kepada
Kepala Dinas;

b. Pemohon  wajib melampirkan  persyaratan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 12;

c. Setelah berkas dinyatakan lengkap dinas
memproses perizinan dengan melibatkan
teknis bidang pengelolaan persampahan;

d. Tim teknis bidang pengelolaan persampahan
melakukan rapat teknis yang dilanjutkan dengan

peninjauan ke lokasi;

Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan ke

lokasi, tim  teknis  bidang  pengelolaan

persampahan menyampaikan rekomendasi terkait
permohonan perizinan,

Apabila hasil rekomendasi menolak permohonan,

maka Dinas harus memberikan jawaban kepada

pemohon secara tertulis, disertai dengan alasan
yang jelas; dan

g. Permohonan yang diterima akan diproses oleh

Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

tim

Format permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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e

2, Pel . '
ayanan akhir, yajtu pelayanan pemindahan

2N Pengangkuta
Station sampaj kch ;/i\l‘mpah 1P8 dan Transfer

2) Pen
2 ja°a8CIOla;e|Iapcraampﬂhan yang melibatkan penyedia
berdtamarkm\yamm persapahan,  dilakeanakan
penyedia | kesepakatan pengguna jasa dengan
(3) Pcngclorajasa pelayanan persampahan. '
pelayana sampah yang ingin menjadi penyedia jasa
N persampahan dari Pemerintah Daerah

harus menga ,
' melalui Dinag&j\.lkan permohonan kepada Bupali

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 10

(1) Masyarakat mempunyai peran dan kesmpatan yang
sama dalam pengelolaan persampahan untuk
membantu terciptanya mekanisme pengelolaan
sampah yang kondusif dan mampu mengelola
sampah secara mandiri.

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat ~dalam
pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. Menjaga kebersihan lingkungan;

b. Aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah baik
secara umum maupun dalam kegiatan 3R pada
skala sumber sampah;

c. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada
Pemerintah Kabupaten;

d. perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan
kebersihan,;

e. pemberian  saran  dan pendapat  dalam
penyelesaian  sengketa persampahan dan
kebersihan; dan/atau

f. pengelolaan sampah pada lingkungan
(RT/RW/kelurahan/ desa) melalui pembuatan
tempat  sampah terpisah, pengumpulan,
pengambilan dan pemindahan sampah dari
sumbernya ke TPS dan pengolahan pada
sumbernya serta pembentukan kader-kader
pengelolaan sampah dan kebersihan.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 11

(1) Setiap kegiatan pengelolaan persampahan yang
dilakukan  oleh penyedia ~ jasa pengelolaan
yang bertujuan memperoleh

persampahan u: : _
ajib mendapatkan izin dari Bupati

keuntungan w
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Pasal 14
(1) Izin Penyedig
Persampahap, berlajli:sa o e pengelolaan
2) ?E}Pat UIPerpanjang M2 1 (satu) tahun dan
21n e : \
yedia
Persampahgp tidak cisa e AR
atas persetujua‘ Bupzi)iat dlpmdahtangankan kecuz\ah
- . BAB v
4 KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati inj mulaj
: ul
dmndangkan. a1 berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya,
Péngundangan

memerintahkan

Peraturan Bupati ini dengan
Peneémpatannya  dalam Berita Daerah Kabupaten
Pulang Pisau.

Dj;g_xgg{an di Pulang Pisau
/Pada ganggal % Agustus 2019
) Y T| PULANG PISAU,
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Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal % Agustus 2019
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